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MOTO 

Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak, ajarilah orang 

benar, maka pengetahuannya akan bertambah  
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Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk 

dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak 

berbuah. 

(Titus 3:14) 
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RINGKASAN  

Leo Asli Hulu, Juni 2024. KEBIJAKAN MORATORIUM PEMEKARAN 

DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Skripsi Program Sarjana Program 

Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman. 

Pembimbing: Deden Koswara, S.H., M.H. 

Pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru didasari atas adanya sistem 

desentralisasi yang berlaku di Indonesia. Untuk menjalankan sistem desentralisasi 

tersebut maka harus adanya daerah otonomi yang menjalankan pemerintahan 

daerah. Pengaturan mengenai pemekaran daerah otonomi baru di Indonesia 

termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan secara eksplisit 

tahapan dan mekanisme bagi suatu wilayah untuk menjadi daerah otonomi baru. 

Tetapi dalam proses pelaksanaan pemekaran daerah di Indonesia, Pemerintah Pusat 

dengan segala kewenangannya mengeluarkan kebijakan moratorium 

(pengannguhan) pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru. Tentunya hal 

ini tidak perlu dilakukan, mengingat bahwasanya untuk menjadi daerah otonomi 

baru sebuah daerah harus menjalani serangkaian proses dan tahapan dimana syarat 

dan ketentuan harus dipenuhi sebagaimana dalam ketentuan UU No. 23/2014. 

Kebijakan moratorium yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tidak didasarkan 

pada aturan yang berlaku, sehingga kebijakan ini tentunya menimbulkan wilayah-

wilayah yang telah diusulkan untuk dimekarkan menjadi daerah otonomi baru tidak 

memiliki kepastian hukum. Sehingga kedepannya perlu adanya pengaturan 

mengenai moratorium pemekaran daerah, sehingga wilayah-wilayah yang ingin 

menjadi daerah otonomi baru mendapatkan kepastian hukum. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan tipe penulisan adalah 

kekosongan norma, yakni adanya kekosongan hukum terkait kebijakan 

moratorium Pemerintah Pusat pada pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi 

baru. Sesuai dengan sifat penelitian hukum, yakni deskriptif analitis, maka 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan. Untuk menganalisi 

pokok permasalahn yang penulis angkat, menggunakan sumber bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, yang Teknik 

pengumpulannya melalui studi Pustaka. Bahan hukum yang dapat dianalisis 

melalui teori-teori hukum berdasarkan logika dan argumentasi. 

Hasil penelitian ini menujukan bahwa: 

Pengaturan mengenai kebijakan moratorium pemekaran daerah tidak memiliki 

landasan hukum yang berlaku. Terkait pengaturan pemekaran suatu daerah menjadi 

daerah otonomi baru dalam UU No. 23/2014 secara jelas mengatur pemekaran 

daerah menjadi daerah otonomi baru apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan 

sebagaiman tertuang dalam UU No. 23/2014. Pemerintah Pusat pada pelaksanaan 

pemekaran daerah otonomi baru memiliki kewenangan sebagaimana dalam 

ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU No. 23/2014 menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat 

melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap daerah persiapan”. 

Peran Pemerintah Pusat dalam menjalankan kewenangannya pada pelaksanaan 

pemekaran daerah pada tahapan daerah persiapan.  
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ABSTRAK 

Leo Asli Hulu, Juni 2024. KEBIJAKAN MORATORIUM PEMEKARAN 

DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Skripsi Program Sarjana Program 

Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman. 

Pembimbing: Deden Koswara, S.H., M.H. 

Pengaturan mengenai pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru yang 

tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah mengatur bagaimana mekanisme pemekaran suatu wilayah menjadi daerah 

otonomi baru. Namun dalam UU No. 25/2014 tidak ada menjelaskan secara 

eksplisit tentang moratorium pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru. 

Dalam UU No. 23/2014 secara jelas mengatur pemekaran daerah menjadi daerah 

otonomi baru apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang 

dalam UU No. 23/2014. Oleh karena itu, kebijakan moratorium yang dilakukan 

oleh Pemerintah Pusat tidak seharusnya dilakukan karena pada dasarnya suatu 

wilayah yang telah ditetapkan menjadi daerah persiapan akan dikembalikan 

kedaerah induk apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan pada tahapan 

evaluasi akhir. 

Pengaturan mengenai moratorium pemekaran daerah tidak diatur dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 

Tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan hukum bagi setiap daerah dalam 

melaksanakan asas desentralisasi yang memungkinkan daerah dalam menjalankan 

asas otonomi. Sehingga, kebijakan moratorium pemekaran daerah yang dilakukan 

oleh Pemerintah Pusat tidak memiliki landasan hukum dalam pengaturannya. 

Sehingga hal ini tentunya bertentangan dengan dasar konstitusi bahwa setiap 

daerah yang mengusulkan pemekaran daerah otonomi baru di Indoensia memiliki 

hak untuk menjalankan asas otonomi daerah dan dijamin dalam peraturan 

perundang-undangan. Dengan demikian, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait 

kebijakan moratorium daerah yang mempertegas bahwa suatu wilayah yang telah 

diusulkan untuk pemekaran daerah otonomi baru bisa dilakukan penangguhan oleh 

sebab faktor-faktor tententu yang menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat. 

 

Kata kunci (keyword): moratorium, otonomi daerah, pemekaran daerah
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